DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/09/DPRD/IX/2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2023-2043

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan
Industri Kota Tahun 2023-2043, setelah disetujui
oleh DPRD Kota Pangkalpinang, dievaluasi oleh
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan
Industri Kota Tahun 2023-2043;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota
praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5671);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6016);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 110/M-
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1917);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkakpinang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 3);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.44/1048/I111/2023 tentang Hasil
Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan
Industri Kota Tahun 2023-2043.

MEMUTUSKAN :

Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Industri
Kota Tahun 2023-2043, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun
2023-2043, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun
2023-2043, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 27 September 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.



